SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

Mengingat

. bahwa peranan usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi

dalam mendukung perekonomian Provinsi DKI Jakarta begitu
besar dan sangat signifikan, namun pada saat ini masih
menghadapi kendala dari segi permodalan, kendala-kendala
pemasaran, mangjemen/sumber daya manusia dan teknologi;

. bahwa Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi

membutuhkan dukungan penjaminan dari perusahaan
penjaminan kredit di daerah dalam upaya mendapatkan akses
permodalan melalui sumber-sumber pembiayaan, baik dari
lembaga keuangan bank, maupun non bank;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan
Terbatas (PT) Penjaminan Kredit Daerah Jakarta;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor
3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3790);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor i Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355)

?
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4756);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5188);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737)
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Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4812);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga
Penjaminan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang
Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008
tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan
Penjaminan Ulang Kredit sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesid Tahun 2011 Nomor 694);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan
Peraturan Daerah (Lembaran Daerah provinsi daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS
PENJAMINAN KREDIT DAERAH JAKARTA.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

10.

Lol
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Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta yang
selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Usaha yang
didirikan oleh Pemerintah Daerah dan Mitra BUMD sebagai
bagian dari BUMD yang bergerak di bidang keuangan dengan
kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan kredit.

Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas
pemenuhan kewajiban finansial Penerima Kredit.

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas
melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus
sesual dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada
Direksi.

Direksi adalah Organ Persercan yang berwenang dan
bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk
kepentingan Perseroan, sesual dengan maksud dan tujuan
Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun
diluar pengadilan sesual dengan ketentuan anggaran dasar.

Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat
RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan aset milik
Pemerintah Daerah dari kekayaan Pemerintah Daerah untuk
disertakan dalam BUMD.

Mitra BUMD adalah BUMD yang merupakan pendiri dan
pemegang saham Perseroan selain Pemerintah Daerah.

Mitra Kerja Perseroan adalah pihak yang memiliki ikatan
kerjasama dengan PT Penjamin Kredit Jakarta untuk
mendukung pelaksanaan penjaminan kredit dalam upaya

mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
di daerah.



14,

16,

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan pinjam meminjam antara Lembaga Keuangan
dengan pihak lain yang mewsgjibkan pihak peminjam untuk
melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan
pemberian bunga.

. Penerima Jaminan adalah Lembaga Keuangan atau diluar

Lembaga Keuangan yang telah memberikan kredit dan/atau
Pembiayaan kepada Terjamin.

Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh kredit
dan/atau Pembiayaan dari Lembaga keuangan atau di luar
Lembaga keuangan yang dijamin oleh Penjamin baik
perorangan, badan usaha, perseroan terbatas, unit usaha
suatu yayasan, dan usaha mikro, kecil, menengah dan
koperasi (UMKMEK) serta kelompok usaha pertanian.

Pasal 2

Pembentukan Perseroan dimaksudkan sebagal upaya untuk
meningkatkan kemampuan dunia usaha dalam memperkuat
kapasitas dan memperluas akses permodalan guna
meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Tujuan pembentukan Perseroan sebagai perusahaan
penjaminan kredit daerah sebagai berikut :

a. memberikan jasa penjaminan pembiayaan kepada Usaha
Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi;

b. meningkatkan kegiatan ekcnomi daerah; dan

c. meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN PERSEROAN MILIK DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perseroan yang diberi
nama PT Jamkrida Jakarta.

Perscroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Daerah
sekaligus sebagai salah satu pendiri Perseroan yang menjadi
pemegang saham mayoritas di Perseroan.

Pelaksanaan pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.



